
 

 

 

 

 

BUPATI WONOGIRI 
PROVINSI JAWA TENGAH 

 
PERATURAN BUPATI WONOGIRI 

NOMOR 6 TAHUN 2024 

 
TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 2 TAHUN 2024 

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NONTUNAI  

PADA PEMERINTAH DESA 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI WONOGIRI, 

 

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan transaksi nontunai pada 

Pemerintah Desa di Kabupaten Wonogiri, maka perlu menetapkan 

Peraturan Bupati Wonogiri tentang Perubahan Atas Peraturan 

Bupati Wonogiri Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Transaksi Nontunai Pada Pemerintah Desa; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 

42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 

Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 
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  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 

  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 

  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa 

Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6867); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6321); 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 

Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 611); 

  9. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 31 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten 

Wonogiri Tahun 2019 Nomor 31) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Atas Lampiran Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 

31 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa  (Berita 

Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 39); 

 
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan

  

: PERATURAN BUPATI WONOGIRI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 2 TAHUN 2024 

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NONTUNAI 

PADA PEMERINTAH DESA. 

 
Pasal  I 

 
Ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 2 

Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Nontunai 

Pada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 

2024 Nomor 2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 7 

 
(1) Transaksi pembayaran dan belanja APBDesa yang 

dilaksanakan melalui Transaksi Nontunai sebagaimana 

dimaksud pada pasal 6, dapat  dilaksanakan  melalui  

transaksi tunai untuk : 

a. transaksi pembayaran belanja barang dan jasa sampai 

dengan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah); 

b. pengeluaran belanja bantuan transport/uang saku 

peserta kegiatan; 

c. upah tukang/tenaga kerja; 

d. pengeluaran bahan bakar minyak; 
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e. pembayaran untuk pembelian benda pos; 

f. pembayaran pajak kendaraan bermotor; 

g. pengeluaran untuk keperluan penanggulangan pada saat 

terjadi bencana alam dan/atau non alam; 

h. bantuan langsung tunai; 

i. pembayaran insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga. 

(2) Besaran pengeluaran uang tunai berdasarkan SPP yang 

diajukan oleh pelaksana kegiatan kepada Kaur Keuangan 

adalah maksimal Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), kecuali 

untuk pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

 
Pasal II 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri. 

 
     Ditetapkan di Wonogiri 

     pada tanggal 18 Maret 2024 

 
     BUPATI WONOGIRI, 

     Ttd. 

     JOKO SUTOPO 

 

Diundangkan di Wonogiri 

pada tanggal 18 Maret 2024 

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI, 

Ttd. 

HARYONO 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2024 NOMOR 6 
 

 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

 

 

 

Frc. MEI DWI KUSWITANTI, S.H., M. Hum 
NIP. 19740519 199903 2 007 

 

 


		2024-03-20T13:12:48+0700
	Jawa Tengah
	Frc  Mei Dwi Kuswitanti
	I Agree to the document




